
 

 

 
KABUPATEN PESISIR SELATAN 

KECAMATAN IV JURAI 

NAGARI SALIDO SARI BULAN 

KEPUTUSAN WALI NAGARI 

NOMOR :  18/KPTS/WN-SSB/I/2019 

T E N T A N G 

PENGANGKATAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

NAGARI (PKPKN) DAN 

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN) 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN, 

 

Menimbang : 
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 permendagri nomor 20 

tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, Wali Nagari adalah 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN); 

b. bahwa Wali Nagari selaku PKPKN mempunyai kewenangan 

menetapkan PPKN; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a 

dan huruf b, perlu menetapkan dan mengesahkan keputusan Wali Nagari 

Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. 

Mengingat 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 157) 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 

2015, serta Perubahanya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1037); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Nagari , (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

2016 Nomor: 02 ); 

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016, tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah nagari sebagaimana revisinya 

dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa; 

9. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2019; 

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar 

Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019; 

11. Peraturan Nagari Salido Sari Bulan Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2018 – 2024. 

12. Peraturan Nagari Salido Sari Bulan Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. 



 

 

 

Menetapkan 

Kesatu 

 

Kedua 

 

: 

: 

 

: 

MEMUTUSKAN 

 

Bahwa Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 

Nagari (PKPKN). 

Nama-nama Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) tahun 2019 

sebagai berikut : 

Nama Jabatan dalam 

PPKD 

Unsur 

Smitri Mal Weti Koordinator Sekretaris 

Yusleni Pelaksana kegiatan 

anggaran 

Kaur Perencanan 

Elmi Jatma Twomei, S.Kom Pelaksana kegiatan 

anggaran 

Kasi Pemerintahan 

Rifa Delima Sari, S.Pt Melaksanakan 

Fungsi 

Kebendaharaan 

Kaur Keuangan 

 

Ketiga : 
Kewenangan Wali Nagari selaku PKPKN sebagai berikut: 

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari; 

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Nagari; 

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APB Nagari; 

d. menetapkan PPKD; 

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; 

f. menyetujui RAK Nagari; dan 

g. menyetujui SPP; 

Keempat 
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Tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) sebagai berikut : 

1. Sekretaris Nagari selaku koordinator PPKN mempunyai tugas: 

a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB 

Nagari; 

b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Nagari dan 

rancangan perubahan APB Nagari; 

c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Nagari 

tentang APB Nagari, perubahan APB Nagari,, dan pertanggung 

jawaban pelaksanaan APB Nagari; 

d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Perbekel 

tentang penjabaran APB Nagari dan perubahan penjabaran APB 

Nagari; 

e. Mengoordinasikan tugas perangkat Nagari lain yang menjalankan 

tugas PPKD dantugas lain yaitu; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelima 

 

 

Keenam 
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: 

f. Mengoordinasikan pnyusunan laporan keuangan Nagari dalam 

rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APB Nagari; 

g. MelakukanVerifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; 

h. MelakukanVerifikasi terhadap RAK Nagari; dan 

i. Melakukan verrifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran 

APB Nagari; 

2. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas: 

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APB Nagari sesuai bidang tugasnya; 

b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; 

c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 

d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, sesuai bidang tugasnya; 

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas 

pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang 

tugasnya;dan 

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya 

untuk pertanggung jawaban pelaksanaan APB Nagari; 

3. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai 

tugas : 

a. Menyusun RAK Nagari;dan 

b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, 

menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung 

jawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan pengeluaran dalam 

rangka pelaksanaan APB Nagari  

 

Besaran honor PKPKN dan PPKN ditetapkan dalam APB Nagari 

Tahun 2019. 

 

 

Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

 

Ditetapkan di : Salido Sari Bulan 



 

 

Pada Tanggal : 25 Januari 2019 
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